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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG
PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN
PELAPORAN AKTA YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

" =N "ERI A . NEG RI,

bah va unt ' .ela sanakan 1 *" acmin.*.si Y7 2n 'uc “.n
terhadap pelaporan dan pencatatan peristiwa penting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 34 ayat (1),
dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan nerlu menetankan Peraturan Menteri
Dalom Negeri tentengc Peconman F=1caatan Perkawinan dan
Pelanore .~ \kta yang C.icbitcar cleh \:ga-a Lain;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahen _emcaran llegara Repiiblik Indonesia Nomor
3(119)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tenu 004 Nomor 25 Jrantahan Lembaran Negara
Rapubiik Indonesia Norior 4437 sebagaimana telah diubah
rebzrape ka'i ‘eraklir deinigenUnaddng-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentana Pemerintahan Daerah
(Lembaran Hecari R:pudlk Inadesia Tahun 2008 Nomor
£9, T-moahin .ex.a-an Nejare 1Renublik Indonesia Nomor
~+844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Ke¢ per dudukin (Le nwbaran Nr:gaa Rebublik Indonesia Tahun
20)0¢€ _Ncmor 124 Tanibanrin lemhiaran Negara Republik
idonecicMormor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

N



1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. _Peraturan  Presiden. Nomerr. 25 Tahun 2008 tentang
Pers 'a atan de 1 Tata Cura ‘’endaftaran Pendu: uk dan
Pen: at: tan S oil

*~"JT JSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG

PEDOMAN PENCATATAN PERKAWINAN DAN PELAPORAN
AYTAYANG DITERB'TKAM 2LEF MESARA LAIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pa:~ 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Administrasi Kepe 710 Jkan ¢ dilah rang<eian ke g atan p=2nataan dan penertiban
dalam penerbitan dok m:n (an Data Xeodenad.kan melalui Pendaftaran
Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
serta pendayagunaan _hasilnya untuk pelayan=an pubiik dan_pembangunan sektor
lain.

Penduduk adalah Marca Nejir= ‘nn.0hesic far Qruny » sing yang bertempat
tinggal di Indonesia.

Perkawinan adalali ika‘ar la. ir »atiyr aiteia seorarg Lri. d2ngan seorang wanita
sebagai suami ist 1 deaxgar ujuan mar:keniuk keluerye (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal zcrdesa kani<ctutaran Yeng Mcata =se.

Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh
seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pelaporan Perkawinan Melampaui Batas Waktu adalah pelaporan perkawinan
yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melampaui 60
(enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.



6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan
yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan
menerbitkan akta.

BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pencatatan perkawinan dan pelaporan akta pencatatan sipil yang
diterbitkan oleh negara lain meliputi:

a. perkawinan yang melampaui batas waktu;
b. perkawinan yang ditetapkan pengadilan;

« perkawinan Warga Ne¢ ara . \s| 1g; « an

(. 4kt yan. d e piiianol *hr g rala .

BAB I
PELAPORAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN
MELAMPAUI BATAS WAKTU

Pasal &

Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaul batas waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas
Kependudukan dan Percetaten Sipil itau J°7D [.inas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil di terap »* tejad nya park > inun.

Pasal 4

(1) Persyaratan per~~taan atas peaporar perkin/inaa cepbagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, bagi eaduciik ‘Narga Negaa Irdcnesia dilakukan dengan
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Ketera yal teial te jad' nya porkawinan ucri e nuka agama/pendeta
atau Surat Fcikavinah Pinghayat keverceyaan yan( ditandatangani oleh
Pemuka Pen_haye . Kepor-aye=1;

Kartu Keluarga;

KTP Suami dan lcte!i;

Pas Photo Stami Jan .21 be damcingen, 1buran 4.6 sebanyak 5 lembar;
Kutipan Akta kelahiran Suami dan lIsteri;

Akta Perceraian bagi yang telah bercerai; dan/atau

Akta Kematian atau Surat Keterangan kematian bagi yang pasangannya
telah meninggal dunia.

@ "o ao0o0C



(2) Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemuka agama/pendeta
atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan;

(3) Legalisasi atas Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 5

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, selain persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilengkapi dengan:

a. paspor bagi suami atau isteri orang asing;

b. izin kedutaan bagi suami atau isteri orang asing;

( Izin dari Kedutaan Be ..., 'ar

C v ol un 2n K. igrasian.

Yasal 6

Pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dilakukan dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

a. Surat Keteranga: telat teracinya pariewiran <ebega'n ana dimaksud dalam
Pasal 4 pada ay:'t (2) ~ar aya (3}

Surat Keterangan Tempat Tinggal;

Pas Photo Sue mi dea I<teri

Kutipan Akta kelzihi = Suani dar Is'~;

Paspor bagi Suami atau i1steri orang asing; dan

Izin kedutaan baai Suami atau Isteri orang asing; atau

Akta Perceraian »aqgi veng tzle h barczral atau

Akta Kematian gftan Surac K2 eranoun ke matien ha i yaig pasangannya telah
meninggal dunia.

S@e@ "m0 ao0CT

Pasa

(1) Pelaporan dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
dilakukan dengar tata care:

a. pasangan su...i Jan is‘ei mengisi fortnulr per ca‘etan perkawinan pada
Dinas Kepe=2udikén = ‘=0 2encatetar Spl atau UPTD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan persyaratan;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi
dan validasi kebenaran data.



c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada
Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan
kepada masing-masing suami dan isteri;

e. suami atau istri berkewajiban melaporkan hasil pencatatan perkawinan
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat domisilinya.

(2) Pencatatan perkawinan bagi orang asing yang memiliki I1zin Tinggal Tetap dan
Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6,
dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tata cara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

I erucdu y n¢ to.a mel port ar perk aw nan sebi gaiman ) dir ..'sv. Jale a Taal
« hare n2nica uk 2 peruk anan dHkum :n <ependuc ukan di .en n=t Jori li.

Pasal 9

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan
perkawinan dilakukan sewelal ac.anya [ enate pan sencaai'a .

BAB Il
PENCATATAN PERKAWINAN
VANG CITETAPKAN PZN GAD'L A N

Pasal 10

(1) Pencatatan perl.awinar. 53biagamene dimaksid d:.lain Pasal 2 huruf b,
dilaporkan oleh send aul tepadia Cin=< Kepeniudilan dan Pencatatan Sipil
atau UPTD Dinac {eperduduian can Pancatatas S.pil tempat diterbitkannya
penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan per<awiraa s2bagamén:s d'makiud peda ayat (1), dilakukan
dengan mement hi sya at S riipa
a. Salinan Penetapan Pengadilan yang dilegalisir;

KTP suami dan isteri

Pas foto suar»idan ster;

Kutipan Akta <=lal rar sie mi (=27 istei;

Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.

© 2 0 T

Pasal 11

Tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
dilakukan sebagai berikut :



(1)

pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan
melampirkan persyaratan;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau
UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan
validasi kebenaran data;

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau
UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diberikan kepada
masing-masing suami dan isteri.

BAR I\/
PENCATAT/N Pi 'R (AW N/ N WARC 1+ NE SARA ASING

Fasil 12

Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Pencatatan perkawit an VW arga [ecar. A:uni¢ Secadairnana dimaksud pada
ayat (1), dilakuke v den¢ar riemenutife syara an:

a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan uari pemuka agama/pendeta
atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh
Pemuka Pengia,at <epercayian:

Kutipan Akte Keiaritan cuemi da i teri;

izin dari Perwakilan Negara yang bersangkutan bagi suami dan isteri; dan
Paspor bagi suani dan iste ri;

KK dan KTP haqi V\ arja N2ga-a Asing yang telak. inevijadi penduduk;

- o o o T

Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing pemegang
KITAS.

Pasal 13

Tata cara pencatatan jper<aninan sebagaimaneg dina-std dalam Pasal 12,
dilakukan sebagai ber kut :

a.

b.

pasangan suami dan isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan
melampirkan persyaratan;

Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data;



c. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal dipenuhinya semua persyaratan; dan

d. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diberikan kepada
masing-masing suami dan isteri.

BAB V

PELAPORAN AKTA PENCATATAN SIPIL
YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA LAIN

Pasal 14

(1) Penduduk WNI yang mempunyai Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh
negara lain, setela. .~m ... ke .._onesic .»elaporkan kepad~ Dinas
““2p3nc'udik . dan F 2nce :a an SHil di tempat dJomisiliv n7 “ers~.ake an

(1) 7 laycraor se.gaimi na dim aksur g ada ayat 1), di'al uki .. Zongs mo3n enuni
P.rsyre an.
a. KK dan KTP;
b. Bukti pelaporan dari Perwakilan Rl setempat; dan
c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Fasal 7.

(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat
Keterangan F=z=lap0 an be dasainan lapu a1 seheé 3an ana dimaksud dalam
Pasal 14 palin¢ larbat 14 ‘en pa: belzs) har <ejall :enj,u dipenuhinya semua
persyaratan;

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)
huruf c, tidak dile Kuki:n Hernan bal an ceatar .

(3) Pelaporan sebarjaimeria uniniaksud paue eyal (1), ciganakan sebagai dasar
pemutakhiran data kependudukan.

BA3
ReTENTUAN F=I'UTLF

Pasal 16
Peraturan Menteri ini nuiai ker'~' u paca tarz:al lite topker.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 26 Januari 2010

MENTERI DALAM NEGERI,



Jaws PDF Creator
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